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ABSTRAK 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang perempuan untuk melakukan ibadah dengan membentuk kelurga yang 

bahagia dan kekal. Sejak tahun 1974 bangsa Indonesia telah memiliki hukum 

perkawinan nasional sebagai aturan pokok sekaligus menjadi prinsip-prinsip 

perkawinan yang berlaku dalam masyarat. Sebelum dikeluarkannya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 ini seorang pria yang beragama Islam di Indonesia 

dapat kawin sampai empat kali. Akan tetapi sesudah keluarnya undang-undang 

perkawinan sorang pria tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu kali, 

kecuali jika perkawinan itu ada izin dari istri yang sebelumnya atau izin dari 

pegadilan setempat. Jika terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini 

bukan hanya menimbulkan batalnya perkawinan, tetapi bisa dincam pidana. 

Meski demikian, terdapat banyak kasus poligami yang terjadi di Indonesia yang 

tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Hal itu dapat dibuktikan dengan 

banyaknya putusan pengadilan terkait tindak pidana perkawinan yang dikeluarkan 

oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Di antaranya adalah putusan pengadilan 

negeri Bangkinang No: 341/Pid. B/2012/PN.BKN. Terhadap Rasyid yang secara 

sah dan meyakinkan telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yakni penelitian yang 

kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang berakitan dengan 

bahan-bahan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif-

yuridis dengan mengumpulkan bahan dan memaparkannya. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan negeri 

bangkinang No: 341/ Pid. B/ 2012/ PN. BKN, KUHP,  Undang-Undang No 1 

Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975. Bahan hukum sekunder berupa berupa buku-

buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

Setelah dilakukan penelitian, di dalam KUHP dan UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya, bahwa 

keabsahan perkawinan secara UU No. 1 tahun 1974, perkawinan sah apabila 

dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan 

secara KUHP, keabsahan perkawinan itu mengikut dengan yang ada dalam 

KUHPerdata dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pertanggungjawaban 

pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana perkawinan secara Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak diatur, tetapi dalam PP No. 9 Tahun 

1975 orang yang melakukan tindak pidana perkawinan dapat dikenai sanksi 

pidana berupa denda. Perbedaanya ialah terdapat pada sanksi pidana yang ada 

dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sanksi pidana yang 

ada dalam KUHP bagi oarang yang melakukan tindak pidana perkawinan diatur 

dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP “dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. 

Sedangkan sanksi orang yang melakukan tindak pidana perkawinan dalam UU 

No. 1 Tahun 1974 hanya dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman denda 

sebesar Rp. 7.500’- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 
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MOTTO 

dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak 

perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlauku adil, maka kawinilah seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang dimikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-nisa: 3) 

 

 

“Jika kamu sudah memulai dengan hukum maka kamu harus 

menyelesaikannya dengan hukum juga” 

(Paisal Armadon Harahap) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Disebut negara 

majemuk karena Indonesia memiliki banyak suku, ras, kebudayaan, dan 

juga agama. Kemajemukan tersebut menyebabkan adanya perbedaan 

pandangan dalam beberapa hal, seperti pelaksanaan perkawinan. 

Perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut disebabkan karena 

keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. 

Sejak Tahun 1974 bangsa Indonesia telah memiliki hukum 

perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung 

prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama 

ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, apa pun suku, ras dan agama yang di anut 

selama mereka berada di Indonesia harus melaksanakan perkawinan 

berlandaskan hukum perkawinan yang telah dituangkan dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
1
 

Sebelum  berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seorang 

pria beragama Islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang 

istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali barulah 

merupakan pelanggaran terhadap  Pasal  279  Ayat  (1)  ke-1e KUHP.  

Akan tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang  Perkawinan di Indonesia   

                                                           
1
 Sudarsono,  Hukum Perkawinan Nasional,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 6. 
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tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu kali, kecuali jika  

perkawinan  itu  ada  izin  berupa  keputusan  Pengadilan  Negeri 

setempat.
2
 

Pada dasarnya perkawinan itu menganut Asas Monogami sebagai-

mana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

bahwa, “Pada asasnya dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya 

diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang 

perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”.
3
  

Percerain juga harus melalui peradilan, bagi mereka yang 

beragama   Islam mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan 

Agama sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1), bagi orang yang di luar beragama 

Islam megajukan permohonan perceraian kepada Pengadilana Negeri. 

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah. Di dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) dikatakan perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.
4
 

Islam memang memperbolehkan seorang  suami untuk menikahi 

lebih dari satu orang perempuan,  tentu  dengan  syarat-syarat  yang  tidak 

gampang, ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan di dalam undang-

                                                           
2
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2. 

3
 Ibid., Pasal 3. 

4
 Ibid., Pasal 39. 
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undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Syarat dan ketentuan yang 

sulit itu kerap kali mendorong seseorang untuk melakukan poligami 

dengan jalan pintas dan mengabaikan ketentuan-ketentuan poligami yang 

ada. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (1) dan 

Ayat (2);
5
 dijelakan juga dalam Pasal 41 Peraturan Pemerinta (selanjutnya 

disingkat PP) No. 9-1975,
6
disebutkan bahwa: (1) dalam hal seorang suami 

akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat 

(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sebelum terpenuhinya syarat-

syarat poligami maka perkawinan yang kedua kalinya bisa menimbulkan 

batalnya perkawinan, juga diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 

279 KHUP.  

Meski demikian, terdapat banyak kasus poligami yang terjadi di 

Indonesia yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Hal itu dapat 

dibuktikan dengan banyaknya putusan pengadilan terkait tindak pidana 

perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Di 

antaranya adalah putusan pengadilan negeri Bangkinang No: 341/Pid. 

B/2012/PN.BKN. Terhadap Rasyid yang secara sah dan meyakinkan telah 

melakukan perkawinan sedang diketahuinya sebagaimana diatur dalam 

Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP bahwa perkawinan yang sudah ada 

                                                           
5
 Ibid., Pasal 4 ayat (1) dan  (2). 

6
 PP No. 9 Tahun 1975 tentang  pelaksanaan  UU  No. 1/1974 
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menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan 

kembali. 

Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekitar jam 11.00 WIB yang 

bertempat di Desa Rimbo Panjang Kec. Kampar, Rasyid melakukan 

perkawinan dengan Halimah dengan Surat Keterangan Nikah No: 

KK.04.il/PW.01/04/2011, tertanggal 18 April 2011. Pada saat melakukan 

perkawinan tersebut Rasyid masih mempunyai istri sah yang bernama Siti 

Marsa‟ah yang dinikahinya pada tanggal 12 Juli 1992. Sampai saat Rasyid 

melakukan perkawinan dengan Halimah, Rasyid dengan Siti Marsa‟ah 

masih bersetatus sebagai pasangan suami istri yang sah, walaupun Rasyid 

pernah menjatuhkan talak kepada istrinya. Namum demikian, Rasyid tidak 

pernak mengajukan permohonan cerai talak kepada pengadilan Agama 

untuk mendapatkan surat cerai yang sah dari pengadilan. 

Sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan 

di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
7
 Menurut 

peraturan perundang-undangan ini perceraian duluar pengadilan 

dinyatakan tidak sah.  

Bila dilihat dari tindakan yang dilakukan Rasyid terdapat 

kesalahan. Dia belum bercerai secara sah menurut pengadilan dan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1); 

Rasyid juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya 

                                                           
7
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat (1)  
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disingkat PNS) di mana untuk menikah lagi ada beberapa ketentuan yang 

mengatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 

tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. 

Rasyid diputus oleh hakim dengan hukuman bebas. sebagaimana 

dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 341/ Pid. B./2012/PN. 

BKN yang amar putusannya, hakim menyatakan Rasyid telah terbukti 

melakukan perbuatan melanggar Pasal 279 KUHP, akan tetapi hakim 

menilai perbuatan itu bukanlah merupakan suatu perbuatan tindak pidana 

(onslag van recht vervolging). Hal ini dikarenakan Rasyid tidak 

mencatatkan perkawinannya yang kedua kalinya sebagaimana ketentuan 

yang ada di dalam Undang-undang perkawinan Pasal (2) ayat 2. Selain itu, 

hakim juga menganggap bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana 

(onslag van recht vervolging). 

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana Pasal 279 KUHP Rasyid 

sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban pidana namun dalam 

kenyataan hakim memutus dengan putusan bebas. Berdasarkan hal itu 

penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan 

tindak pidana yang berhubungan dengan perkawinan dengan bahan kajian 

putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No: 341/ Pid. B./2012/PN. BKN. 

Kajian ini akan ditinjau menurut Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

penyusun tertarik membuat penulisan hukum dalam bentu skiripsi dengan 
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judul TINDAK PIDANA DALAM PERRKAWINAN (Analisis Yuridis 

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 

341/Pid.B/2012/Pn.Bkn) Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat ditarik sebuah pokok masalah : 

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa 

dan memutus perkara tindak pidan putusan Pengadilan Negeri 

Bangkinang No: 341/Pid. B/2012/PN. BKN? 

2. Bagaimana keabsahan perkawinan Rasyid dengan Halimah menurut 

KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 

3. Bangaimana pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan 

tindak pidana perkawinan menurut KUHP dan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan dari pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa 

dan memutuskan perkara tindak pidana putusan Pengadilan Negeri 

Bangkinag No: 341/Pid. B/2012/PN. BKN. 
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2. Untuk menjelaskan bagaimana keabsahaan perkawinan Rasyid dengan 

Halimah secara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 279 

KUHP 

3. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak 

pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan UU No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan tindak pidana dalam 

perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini dalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah wawasan serta meningkatkan keilmuan dan 

pemahaman tentang tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 

KUHP dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinian. 

b. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas keilmuan bagi para 

peneliti dan para pembaca, terutama mengenai tindak pidana 

perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. 

c. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi 

yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak 

pidana perkawinan. 



8 
 

 
  

d. Dapat memjadi masukan dan pertimbangan bagi para aparat 

penegak hukum dalam menanggulagi terjadinya tindak pidana 

perkawinan.  

E. Telaah Pustaka 

Sudah ada beberapa literatur dan penelitian yang membahas 

tentang tindak pidana perkawinan, namun pembahasannya masih dalam 

ruang lingkup hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya. Fokus 

pembahasan penulis mengenai tindak pidana perkawinan menurut Pasal 

279 KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini 

penyusun menampilkan beberapa karya ilmiah dan skiripsi yang 

membahas tentang tindak pidana perkawinan Pasal 279 KUHP. 

Skripsi Sulastri, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHP (Studi Kasus Putusan 

Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.MKS)”.
8
 Skripsi ini menjelasakan 

bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak 

pidana menurut Pasal 279 KUHP dan untuk mengetahui pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan 

menurut Pasal 279 KUHP dalam putusan perkara Nomor: 

1416/Pid.B/2014/PN.Mks.
9
 Hasil penelitian Sulastri terhadap penerapan 

hukum meteril tindak pidana perkawinan menurut Pasasl 279 KUHP 

                                                           
8
 Sulastri, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 

KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN MKS)”, skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin Makassar, (2016). 

9
 Ibid.  
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dalam putusan No: 1416/Pid. B/2014/PN. Mks, tidak tepat karena tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur sesuai apa 

yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1e KUHP.  Dalam pertimbangan 

hakim memutuskan perkara ini dianggap lalai memeriksa dan memutuskan 

perkara putusan No. 1416/Pid. B/2014/PN. Mks, bahwa apabila majelis 

hakim cermat dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan No: 

1416/ Pid. B/2014/PN. Mks, semestinya hakim memutus bebas terdakwa, 

sebab perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-

1e KUHP.
10

 

Skripsi Desy Riskayeti, yang berjudul “Penyembunyian Status 

Perkawinan yang Telah Ada untuk Melakukan Poligami Ditinjau dari 

Pasal 279 KUHP”.
11

 Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan Pasal 279 

KUHP dalam kasus penyembunyian status perkawinan untuk poligami dan 

mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku 

penyembunyian status perkawinannya untuk poligami.
12

 Penerapan Pasal 

279 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penyembunyian status 

perkawinan yang telah ada untuk melakukan poligami yang terjadi di 

wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A Mataram sudah diterapkan 

yaitu dapat dilihat dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap 

                                                           
10

 Ibid. 

11
 Desy Reskayeti, “Penyembunyian Status Perkawinan yang Telah Ada Untuk 

Melakukan Poligami Ditinjau Dari Pasal 279 KUHP”, skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Mataram, (2013).  

12
 Ibid. 
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salah satu terdakwa yang bernama Iskandar Aprino yang dijatuhkan 

hukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.
13

 

Skripsi Bayu Lesmana, yang berjudul “Analisis Hukum Tindak 

Pidan Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Putusan Nomor: 

35/Pid. B/2012/PN. MKS)”.
14

 Skiripsi ini menjelaskan tentang penerapan 

hukum materil serta apakah telah sesuai dengan tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 

hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
15

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan hukum meteriil yang di tetapkan oleh 

hakim tidak tepat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak 

memenuhi unsur sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 279 KUHP ayat (1) 

ke-1e  Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP. Hakim dalam 

memutuskan perkara ini dianggap lalai dalam memeriksa dan memutuskan 

perkara putusan Nomor: 35/Pid. B/2012/PN MKS, sehingga terdakwa 

dalam hal ini telah mendapat hukuman dari perbuatan yang tidak 

dilakukannya. Bahwa apabila hakim cermat dalam memutuskan perkara 

ini, majelis hakim memutus bebas terdakwa.
16

 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti lakukan sebagaimana 

telah dipaparkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa penelitian mengenai 

                                                           
13

 Ibid. 

14
 Bayu Lesmana, “Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama 

(Studi Kasus Putusn Nomor: 35/Pid. B/2012/PN. MKS),” skiripsi Fakultas Hukum Universitas 

Makassar, (2013). 

15
 Ibid. 

16
 Ibid. 
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tindak pidana Pasal 279 KUHP banyak ditemukan. Namun, perbedaan 

mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah adanya tinjauan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, perceraian  dengan pemberian talak oleh suami tanpa melalui 

proses peradilan di pengadilan agama. 

F. Kerangka Teoretik 

Teori yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah teori 

pertanggungjawaban pidana dan teori kebsahan perkawinan. Menurut 

Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (criminal liability) 

diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan 

pembalasan yang akan diterima pelaku terkait kerena orang lain yang 

dirugikan.
17

 Konsep liability atau pertanggungjawaban dapat dilihat dari 

segi falsafah hukum. Seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad 

ke-20, Roscou Pound, sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrin dan 

Mahrus Ali, telah mengemukakan pendapatnya: “I...use The simpele word 

“liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally 

subjected to the exaction”.
18

 

Pembahasan Pound mengenai kosep pertanggungjawaban tersebut 

pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis. Berdasarkan 

sudut pandang filosofis, Pound mengartikan liability sebangai suatu 

                                                           
17

 Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, cet. Ke-1,  (Jakarta: 

Yayasan LBH, 1989), hlm. 79. 

18
 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan 

dan Penerapan, cet. Ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 16. 
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kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari 

seseorang yang telah dirugikan.
19

 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini kita 

menganut asas “kesalahan”. Artinya, untuk dapat memidana pelaku tindak 

pidana, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku 

harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu yang wajar, karena tidaklah 

adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai 

kesalahan. Pernyataan ini juga pernah dikemukakan oleh Peter Gillies. 

Dikatakan olehnya bahwa the policy basis for requiring a guilty mind is 

simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied 

be guilty mind, for an effect people wuold on occation be punished for 

simple inavertance.
20

 

Menurut Moeljatno, “perbuatan pidana hanya merujuk kepada 

dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang 

yang melakukan perbuatan pidana kemudian juga dijatuhi pidana, 

sebagaimana telah diancamkan, hal ini tergantung pada soal apakah dalam 

melakukan tindak pidana tersebut dia mempunyai kesalahan atau tidak. 

Sebab, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana “ialah tidak 

                                                           
19

 Ibid. 

20
 Dikutip oleh Hasan Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana 

Perkembangan Dan Penerapan, cet. ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 117. 



13 
 

 
  

dipidana jika tidak ada kesalahan” (Geen straf zonder schuld, Actus non 

facit reumnisi mens sist rea).
21

  

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti 

sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja
22

 (opzet) atau lalai (culpa). 

Dengan demikaian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar 

fundamental hukum pidana, sehingga kesalahan menurut Idema 

merupakan jantungnya hukum pidana.
23

 Hal ini menunjukkan bahwa dasar 

dipertanggungjawabakannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam 

konsep/dasar pemikiran kepada terbukti-tidaknya unsur-unsur tindak 

pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula 

kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung- 

jawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.
24

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana 

seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. 

Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “ tiada pidana 

tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Asas kesalahan ini 

merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Sehingga asas 

                                                           
21

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. ke-9, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hlm. 

165. 

22
 Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakuakan perbuatan yang 

dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. 
23

 Dikutip oleh M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, cet. ke-2, (Malang: 

Setara Press, 2016), hlm. 205.  

24
 M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, cet. ke-2, (Malang: Setara Press, 

2016), hlm. 2016. 
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fundamental tersebut meresap dan menggema hampir semua ajaran 

penting dalam hukum pidana.
25

 

Sedangkan sahnya perkawinan diatur berdasarkan Pasal 2 ayat 1 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan 

dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan 

kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat 1 ini 

dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-

mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaannya.
26

 

Selain perkawinan itu dilakukan sesuai dengan hukum agama dan 

kepercaayaan, perkawinan itu harus dilakukan pencatatan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 

tersebut, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang 

menentukan sahnya suatu perkawinan. Sekalipun pencatatan bukan mejadi 

syarat yang menentukan sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan 

mamegang peranan yang sangat menentukan dalam perkawinan. Hal ini 

dikarenakan pencatatan merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu 

perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum 

bagi yang bersangkutan.
27

 

                                                           
25

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cet. ke-3, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 

2015), hlm. 157. 
26

 Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), cet. ke-6, (Yokyakarta: Liberti, 2007), hlm. 63. 

27 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011), hlm. 56. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penilitian ini merupakan penilitian hukum kepustkaan yakni 

penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-

literatur yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum karena penelitian 

seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (field reserch). 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

normatif-yuridis yaitu mengumpulkan data dan memaparkan 

bagaimana sesungguhnya tinjauan tindak pidana Pasal 279 KUHP dan 

UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap tindak pidana 

perkawinan.  

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) bahan hukum yang akan 

digunakan, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Hukum primer memuat hal yang berkaitan dengan penelitian ini 

yang mana sebagai sumber rujukan utama penyusun. Adapun bahan 

tersebut antara lain:  

1) Putusan Pengdilan Negeri Bangkinang Nomor: 341/Pid. B/ 

2012/PN. BKN dan Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/ 

Pid/ 2013. 

2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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3)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

b. Bahan Hukum Skunder   

Bahan hukum skunder  yang penulis gunakan dalam penyusunan 

skiripsi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil 

kajian kepustakaan berupa beberapa literatur dan dokumen-dokumen, 

buku, artikel, makalah, serta bahan tulis lainya yang terkait dengan 

pembahasan skiripsi ini, di antaranya: 

1) Buku karangan Moljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”. 

2) Buku karangan Mahrus Ali, “Dasar-dasar Hukum Pidana”. 

3) Buku karangan Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan. 

Indonesia Menurut Perundanga, Hukum Adat, Hukum Agama”. 

4) Buku karangan Mustofa Hasan, “Pengantar Hukum Keluarga”. 

5) Buku karangan Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana”. 

4. Analisa Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis sebagai berikut: 

1) Digunakan analisis induktif. 

2) Digunakan analisis dediktif berupa mengkaji secara tekstualis 

dan di simpulkan secara khusus.  

3) Menggunakan analisis comparatif dengan mencari persamaan 

dan perbedaan. 
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H. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan skirpsi ini perlu adanya penyusunan kerangka 

penulisan. Guna memudahkan pemabahasan, maka disusunlah kerangka 

penulisan sebagai berikut: 

Bab pertama, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitin, dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan 

masalah yang menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian.  

Bab kedua, memaparkan tentang ketentuan hukum perkawinan di 

Indoneisa yang meliputi pembahsan tentang makna perkawinan dan tujuan 

perkawinan, asas-asas  perkawinan, keabsahan perkawinan, perceraian, 

perkawinan lebih dari satu kali (poligami), makna poligami, ketetapan hukum 

tentang poligami, syarat-syarat perkawinan lebih dari satu kali, pelanggaran 

perkawinan, pengertian dan bentuk-bentuk pelanggaran perkawinan, bentuk-

bentuk sanksi terhadap pelanggaran perkawinan, pengertian pidana dan tindak 

pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur 

pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dan teori pemidanaan. 

Bab ketiga, memaparkan mengenai putusan Pengadilan Negeri 

Bangkinang No: 341/Pid. B/2012/PN.BKN, yang meliputi tentang posisi 

kasus, Tuntutan jaksa dan keterangan saksi, amar putusan mejelis, 

pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, 

keabsahan perkawinan Rasyid dengan Halimah menurut undang-undang No.1 
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Tahun 1974, pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan tindak 

pidana perkawinan.  

Bab keempat, adalah analisis perbandinagan Keabsahan 

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dan KUHP, pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang menjawab pokok 

masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
  

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uaraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan 

tulisan ini penulis menerik kesimpulan sebagai berikut:   

1. Putusan hakim terhadap tindak pidana perkawinan yang di lakukan 

terdakwa Rasyid yang duputus hakim Pangdilan Negeri Bangkinag No: 

341/ Pid. B/ 2012/ PN. BKN tidaklah sesuai. Secara unsur-unsur hukum 

pidana, perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang 

terdapat dalam Pasal 279 KUHP. Sebagai mana urain unsur pidana dalam 

Pasal 279 barang siapa dan kata mengadakan perkwinan padahal 

mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang telah ada menjadi 

penghalang yang sah untuk itu. Kata barang siapa ini untuk menunjuk 

bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah manusia yang 

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan kata 

Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau 

perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, 

suatu syarat supaya orang dapat dipidanakan dalam Pasal 279 Ayat (1) 

butir 1e KUHP, orang tersebut mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin 

dan perkawinnnya itu belum dilepaskan. 
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2. Perkawinan Rasyid dengan Halimah sah secara agama dan Pasal 2 Ayat 

(1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Karena unsur perkawinan Rasyid 

dengan Halimah sudah terpenuhi. Sebagaimana unsur dan syara-syarat 

untuk melakukan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 41 KHI. Selain 

daripada itu untuk mendapatkan keabsahan perkawinannya perlu sekiranya 

dicatatkan agar mendapatka akta otentik yang menjadi bukti bahwa telah 

melangsungkan perkawinan dan mendapatkan kepastian hukum bila suatu 

saat timbul permasalahan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan hukum 

Pasal 2 ayat (2). Apa bila perkawinan itu tidak didaftarkan atau dicatatkan 

maka yang bersangkutan bisa dikenakan denda, hal ini berdasarkan 

putusan Mahkamah Islam Tinggi tahun 1953 No. 20 dan perkawinannya 

sah jika rukun perkawinannya sudah lengkap. 

3. Secara unsur pertanggungjawaban pidana Rasyid seharusnya sudah dapat 

dimintai pertanggungjawaban karena dia memiliki kesalahan. Kesalannya 

dalam melakukan perkawinan dengan Halimah ialah bahwa Rasyid 

mengetahui perkawinannya dengan Siti Marsa‟ah secar Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) belum sah bercerai dan masih terikat 

perkawinan secara sah. Karena perceraian itu hanya dapat dilakukan 

melalui sidang di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan 

diluar Islam dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 39 Ayat 

(1). 
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4. Keabsahan perkawinan secara undang-undang perkawinan sesuai dengan 

Pasal 2 ayat (1), sedangkan ayat (2) merupakan tindakan admistratif yang 

mengharuskan perkawinan yang sudah sah berdasarkan ayat (1) dicatatkan 

pada pencatatan sipil yang bertujuan perkawinan itu mendapatka akta 

otentik. 

5. Sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana perkawinan 

secara KUHP diatur pada Bab VIII kejahatan terhadap asal usul 

perkawinan pasal 279 KUHP ayat (1) diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun: 

1e. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 

bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada 

menjadi penghalang yang sah untuk itu. 

Sedangkan sanksi pidana bagi pelanggar tindak pidana perkawinan 

secara undang-undang perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 

Pasal 45: Kecuali apabila ditentukan lain dalam perundang-undangan yang 

berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 

pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-

tingginya Rp. 7. 500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah). 

B. Saran-Saran  

Setelah penyusun mengemukakan kesimpulan yang diambil dari 

pembahasan penulisan ini, maka penyusun akan mengemukakakan sedikit 

saran : 
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1. Pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum seharusnya 

melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum semaksimal. 

Penerapan undang-undang dalam perakteknya juga harus diterapkan 

semaksimal mungkin sehingga apabila terjadi kasus-kasus tindak 

pidana perkawinan maka akan dapat diselesaikan secara tuntas, pelaku 

tindak pidana perkawinan akan menjadi jera dan mendapat kepastian 

hukum. 

2. Diharapkan dengan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana 

poligami dapat memberi epek jera dan pelaku memperbaiki tingkah 

lakunya, karena tujuan dari pemberian pidana ialah untuk memperbaiki 

tingkah laku manusia bukan memberi pembalasan. 
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P U T U S A N

No.  937 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai 

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IBNU RASYID Als RASYID Bin 

ABDULLAH WALI; 

Tempat lahir : Ranah; 

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 30 Juli 1969; 

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanjung Berulak, Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar; 

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena 

didakwa :    

Bahwa ia terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH 

pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Desa Rimbo Panjang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau pada tempat masih termasuk 

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "melakukan perkawinan, 

sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan 

yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali", yang dilakukan 

terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 11.00 Wib bertempat di 

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa 

IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALl telah melakukan pernikahan 

dengan sdri. HALIMAH Binti LAHAMIN. Mereka dinikahkan oleh saksi T. Raza'i 

Bin Marusin dengan Surat keterangan Nikah NO : KK.04.iI/PW.01/04/2011 

tertanggal 18 April 2011, sedang terdakwa telah mempunyai istri sah yang 

bernama SITI MARSA'AH Als IMAR Binti M. SY ARIF yang menikah pada 

Hal. 1 dari 15 hal. Put.  No. 937 K/Pid/2013
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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tanggal 12 Juli 1992 bertempat di. Air Tiris dengan Akte Nikah No : 275/75/

VIII1992 tertanggal 18 Juli 1992 dan dari hasiI perkawinan Terdakwa bersama 

saksi SITI MARSA'AH, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan sebelumnya 

antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu saksi SITI MARSA'AH sering terjadi 

ribut bahkan pemukulan terhadap saksi SITI MARSA' A H dan akhirnya sekitar 

bulan Februari 2010 terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi SITI MARSA'AH 

lalu meninggalkan saksi SITI MARSA'AH dan anak-anaknya. Akan tetapi. 

terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama 

untuk mendapatkan surat cerai yang syah dari Pengadilan Agama sehingga 

status terdakwa dengan saksi SITI MARSA'AH hingga saat ini masih syah 

sebagai suami istri dan hal tersebut Terdakwa juga sangat memahami dan 

mengetahuinya. Namun sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan 

HALIMAH Binti LAHAMIN, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SITl 

MARSA'AH. Kemudian terdakwa bersama HALIMAH mendatangi saksi T. 

RAZA'I meminta kepada saksi agar mereka dinikahkan. Dan sewaktu terdakwa 

ditanya tentang statusnya oleh saksi T. RAZA'I. terdakwa mengaku sudah pisah 

dengan istri pertamanya sehingga saksi T. RAZA'I bersedia menikahkan 

Terdakwa. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam p i d an a dalam 

Pasal 279 ayat (1) ke 1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Bangkinang tanggal 7 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALl, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

"Melakukan Perkawinan  sedang diketahuinya bahwa perkawinannya 

yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan 

perkawinan kembali", sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 

1e KUHP, sesuai dakwaan kami ; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin 

ABDULLAH WALl, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, 

dengan perintah terdakwa segera ditahan; 

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 

• 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang 

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;

2
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Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA’AH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin 

ABDULLAH WALl, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 

1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 341/

Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai 

berikut : 

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa IBNU 

RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALl tersebut telah terbukti tetapi 

bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, 

kemampuan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang 

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA’AH. 

dikembalikan darimana masing-masing barang bukti tersebut disita;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima 

ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/

Akta.Pid/2013/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri 

Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2013 Jaksa/ 

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan 

kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2013 dari Jaksa/Penuntut 

Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Bangkinang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah  dijatuhkan 

dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 dan 

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 

2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Bangkinang pada tanggal 23 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi 

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan 

Hal. 3 dari 15 hal. Put.  No. 937 K/Pid/2013
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dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi 

tersebut formal dapat diterima  ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 

pada pokoknya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan 

hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal : 

A. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa IBNU 

RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI terbukti telah melakukan 

perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan 

melanggar pasal 279 KUHP, akan tetapi perbuatan itu bukanlah 

merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging), dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

• bahwa perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali 

sebagaimana dalam unsur “halangan yang syah baginya untuk 

melakukan perkawinan kembali” tidak dianggap syah karena 

perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dicatat 

berdasarkan Undang-undang No . 1 Tahun 1974 terutama 

pasal 2 ayat 2(halaman 14 alenia ke-2);

• Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan 

tersebut di atas maka terdakwa terbukti telah melakukan 

perbuatan “melakukan perkawinan, sedang diketahuinya 

bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang 

sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali”, walaupun 

demikian Majelis tidak mendapatkan keyakinan bahwa 

terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena 

perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah tersebut 

bukanlah yang sesuai dengan Undang-undang No. 1  Tahun 

1974, sebagaimana perkawinannya yang sudah ada antara 

terdakwa dengan saksi korban Siti Marsa’ah ..... dst (halaman 

15 alenia ke-4)

Pendapat Penuntut Umum

1. Menurut pendapat kami, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di 

atas didasarkan pada cara pembuktian dan penafsiran yang keliru 

dengan tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang diperoleh di 

depan persidangan dan berita acara pemeriksaan Polisi, sebab 
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berdasarkan  keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri 

dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan dari saksi-

saksi serta barang bukti surat nikah di depan persidangan, yaitu:

a) Saksi SITI MARSA’AH Als IMAR Binti M.SYARIF , yang 

menerangkan :

• Bahwa benar saksi adalah istri syah dari 

terdakwa yang menikah pada tanggal 12 Juli 

1992  (sesuai buku nikah istri dengan Nomor 

Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA 

Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992) dan 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

• Bahwa sekitar bulan Juni 2011, saksi 

mendengar terdakwa menikah lagi dengan 

saksi Halimah lalu saksi langsung 

mendatangi rumah saksi Halimah untuk 

memastikan hal tersebut dan saat saksi 

menanyakannya kepada saksi Halimah, ia 

membenarkannya.

• Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada 

bulan Februari 2010 terdakwa telah 

meninggalkan saksi bersama anak-anaknya 

dan sejak terdakwa meninggalkan saksi, 

terdakwa tidak memperdulikan kebutuhan 

lahir bathin saksi korban hingga saksi 

mengetahui bahwa terdakwa menikahi saksi 

Halimah, hal tersebut dilakukan terdakwa 

tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi 

korban Siti Marsa’ah selaku istri pertama 

yang syah sementara terdakwa adalah 

seorang Pegawai Negeri Sipil yang 

seharusnya sudah memahami prosedur untuk 

melakukan perkawinan kembali;

b) Saksi NURJANNAH RASMAR Binti IBNU RASYID, yang 

menerangkan: 
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• Bahwa saksi adalah anak pertama dari 

pernikahan yang syah terdakwa dengan saksi 

korban Siti Marsa’ah yang berlangsung pada 

tanggal 12 Juli 1992 (sesuai buku nikah istri 

dengan Nomor Register 0896810 yang 

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar 

tanggal 18 Juli 1992;

• Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah 

melakukan perkawinan kembali adalah sekira 

bulan Juni 2011 dari ibu kandung saksi yaitu 

saksi korban Siti Marsa’ah bahwa terdakwa 

telah melakukan menikah lagi dengan saksi 

Halimah di Desa Rimbo Panjang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar pada bulan 

April 2011 dan saksi Siti Marsaah 

memperlihatkan selembaran surat keterangan 

nikah antara terdakwa dan saksi Halimah.

• Bahwa sebelum kejadian perkawinan yang 

dilakukan terdakwa tersebut, sekira bulan 

Februari 2010 terdakwa telah pergi dari 

rumah meninggalkan saksi bersama saksi Siti 

Marsa’ah dan 2 (dua) orang adik saksi .

• Bahwa selama terdakwa pergi dari rumah, 

terdakwa hanya datang 1 (satu) atau 2 (dua) 

kali dalam satu bulan dan terdakwa tidak 

pernah menafkahi saksi korban Siti Marsa’ah 

sementara kepada saksi dan adik-adik saksi 

terdakwa hanya memberikan uang jajan 

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

• Bahwa selama pernikahan dengan ibu saksi 

yaitu saksi Siti Marsa’ah, terdakwa kurang 

memberikan perhatian yang baik kepada 

saksi, adik-adik dan ibu kandung saksi yaitu 

saksi Siti Marsa’ah bahkan sering berlaku 

kasar.
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• Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin 

atau memberitahukan kepada saksi Siti 

Marsaah jika terdakwa akan menikah lagi 

dengan saksi Halimah.

c) Saksi H. FIRDAUS Bin M. SYARIF, yang menerangkan : 

• Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa 

melakukan perkawinan kembali sekira bulan 

Maret 2012 dari Kepala Dusun Desa Tanjung 

Berulak saksi Edi Candra yang mengatakan 

terdakwa telah menikah dengan saksi 

Halimah yang merupakan warga Desa 

Tanjung Berulak yang mana saksi Edi Candra 

mengetahui hal tersebut dari selembar foto 

coy surat Keterangan nikah yang diserahkan 

terdakwa kepada saksi Edi Candra. 

• Bahwa sekira bulan Februari 2010 terdakwa 

telah meninggalkan saksi Siti Marsa’ah 

bersama 3 (tiga) orang anaknya sehingga 

saksi menanya kepada saksi Siti Marsaah 

tentang hubungan saksi Siti Marsa’ah dengan 

terdakwa apakah telah diproses 

perceraiannya secara hukum. Dan menurut 

saksi Siti Marsaah mereka masih terikat 

pernikahan yang syah namun terdakwa tidak 

pernah meminta izin atau memberitahukan 

kepada saksi Siti Marsaah jika terdakwa akan 

menikah lagi.

d) Saksi EDI CANDRA Bin H. MARZUKI, yang 

menerangkan :

• Bahwa saksi merupakan kepala Dusun 

tempat tinggal dari saksi Halimah yaitu di 

Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar;
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• Bahwa sekira bulan Maret 2011, saksi pernah 

mendapat laporan dari warga yang merasa 

resah melihat terdakwa sering mendatangi 

rumah saksi Halimah yang sudah berstatus 

janda. Atas laporan tersebut saksi menjumpai 

keluarga dari saksi Halimah dan 

menyampaikan keadaan tersebut dan saat itu 

keluarga atau abang kandung saksi Halimah 

mengatakan jika mereka juga sudah 

menasehati hal tersebut kepada saksi 

Halimah lalu satu minggu kemudian, sekira 

Bulan April 2011 saksi Halimah menemui 

saksi sambil membawa surat keterangan 

nikah saksi Halimah dengan terdakwa.

e) Saksi T. RAZAI Bin MARUSIN, yang menerangkan :

• Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011, 

terdakwa bersama saksi Halimah datang 

menemui saksi dirumah saksi di Desa Rimbo 

Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar lalu terdakwa menyampaikan 

permintaannya kepada saksi untuk 

menikahkan terdakwa dengan saksi Halimah 

dan terdakwa juga meminta kepada saksi 

agar dibuatkan surat keterangan bahwa 

mereka sudah menikah;

• Bahwa sebelum saksi menikahkan mereka, 

saksi menanyakan status terdakwa dan saksi 

Halimah. Adapun dijawab terdakwa bahwa 

terdakwa telah berpisah dengan istri 

pertamanya namun terdakwa tidak ada 

memperlihatkan bukti perceraiannya 

sementara saksi Halimah berstatus janda.

• Bahwa selanjutnya saksi kemudian 

menikahkan terdakwa dan saksi Haimah yang 

berlangsung dirumah saksi disertai dengan 2 
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(dua) orang saksi sebagaimana ketentuan 

ajaran agama Islam.

• Bahwa saksi kemudian membuat sendiri surat 

keterangan menikah yang hanya bertujuan 

untuk menerangkan bahwa terdakwa dan 

saksi Halimah sudah melangsungkan 

pernikahan sebagaimana permintaan 

terdakwa walau format dalam surat tersebut 

adalah rekayasa saksi sendiri namun secara 

agama islam menurut saksi terdakwa dan 

saksi Halimah telah syah pernikahannya.  

f) Saksi HALIMAH Binti LAHAMIN, yang menerangkan :

• Bahwa saksi benar telah menikah dengan 

terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 

2011  sekira pukul 11.00 wib di Desa Rimbo 

Panjang, yang mana saat itu sekira pukul 

09.00 wib, terdakwa bersama saksi Halimah 

datang menemui saksi T. Razai dirumahnya 

di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar lalu terdakwa 

menyampaikan permintaannya kepada saksi 

T. Razai  untuk menikahkan terdakwa dengan 

saksi Halimah dan terdakwa juga meminta 

kepada saksi agar dibuatkan surat 

keterangan bahwa mereka sudah menikah;

• Bahwa status saksi saat itu adalah janda dan 

sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama 

sementara terdakwa mengatakan kepada 

saksi bahwa terdakwa sudah bercerai secara 

agama dengan istri pertamanya namun belum 

ada perceraian melalui Pengadilan Agama.

• Bahwa menurut saksi secara agama islam 

saksi dan terdakwa sudah syah menikah 

karena saksi dinikahkan oleh saksi T. Razai 

sebagai wali nikah dan ada 2 (dua) orang 
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saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut 

namun saksi tidak ingat lagi karena saksi 

tersebut diminta hadir oleh saksi T.Razai. 

• Bahwa benar saksi pernah ditemui oleh saksi 

Siti Marsa’ah dan menanyakan kebenaran 

tentang pernikahan antara saksi dengan 

terdakwa yang mana saksi Siti Marsa’ah 

mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah 

memberitahukan kepada dirinya bahwa 

terdakwa ingin menikah lagi.

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut di atas yang didukung oleh 

analisa yuridis maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

• Bahwa benar saksi Siti Marsa’ah adalah istri pertama yang syah dari 

terdakwa yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992  (sesuai buku 

nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh 

KUA Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992) dan dikaruniai 3 (tiga) 

orang anak;

• Bahwa benar terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi 

dengan saksi Halimah pada hari Senin tanggal 18 April 2011, sekira 

pukul 11.00 wib di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar, yang sebelumnya sekira pukul 09.00 wib, 

terdakwa bersama saksi Halimah datang menemui saksi T. Razai 

dirumahnya di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar lalu terdakwa menyampaikan permintaannya 

kepada saksi T. Razai  untuk menikahkan terdakwa dengan saksi 

Halimah dan terdakwa juga meminta kepada saksi agar dibuatkan 

surat keterangan bahwa mereka sudah menikah;

• Bahwa benar terdakwa dan saksi Halimah dinikahkan oleh saksi T. 

Razai sebagai wali nikahnya dan 2 (dua) orang saksi yang 

menyaksikan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan 

pernikahan menurut agama islam sehingga secara agama 

pernikahan tersebut sudah sah dan hal tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974  yang menyatakan bahwa 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu;
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• Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi 

Siti Marsa’ah jika terdakwa akan menikah lagi sehingga hal tersebut 

dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Siti 

Marsa’ah selaku istri pertama yang syah dari terdakwa disamping itu 

terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya 

sangat memahami prosedur apabila terdakwa ingin menikah lagi;

• Bahwa benar terdakwa ada meminta kepada saksi T. Razai agar 

dibuatkan surat keterangan menikah namun surat tersebut tidak 

dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga 

surat tersebut tidak sah. Namun tidak sahnya surat tersebut 

bukanlah menjadikan perkawinan kembali terdakwa dengan saksi 

Halimah menjadi tidak sah pula. 

• Bahwa terdakwa yang merupakan seorang pegawai negeri sipil 

seharusnya sudah pasti memahami prosedur apabila akan 

melakukan perkawinan kembali namun terdakwa bersikap tidak 

selayaknya sebagai seorang abdi negara yang harus dapat 

memberikan contoh yang baik dalam masyarakat. 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah dengan jelas 

terbuktinya perbuatan Terdakwa IBU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH 

WALI dalam melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 279 

KUHP, karena perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja, 

yaitu terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perkawinan kembali, 

walaupun terdakwa yang secara pasti mengetahui bahwa perkawinannya yang 

syah sebelumya dengan saksi Siti Marsa’ah menjadi halangan baginya untuk 

melakukan perkawinan tersebut sehingga untuk melakukan perkawinan kembali 

mesti atas sepengetahuan dan seijin saksi Siti Marsa’ah.

sehingga pebuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali tersebut telah 

memenuhi pengertian dari sifat melawan hukum formil perbuatan tersebut serta 

perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan 

bermasyarakat.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan putusan dibuat 

dengan tidak konsisten, karena pada kejadian/ fakta perkawinan kembali 

yang dilakukan oleh terdakwa ditafsirkan berbeda-beda, yaitu 

pertimbangan satu menyatakan perbuatan terdakwa melakukan 

perkawinan kembali bukan merupakan tindak pidana, tetapi di 
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pertimbangan selanjutnya menyatakan unsur Perkawinan kembali yang 

dilakukan terdakwa telah terpenuhi, sebagaimana dapat dilihat sebagai 

berikut:

• Dalam pertimbangan pada halaman 14 alenia ke-2, Majelis Hakim 

menyatakan “bahwa perkawinan yang ada yakni antara terdakwa 

dengan saksi Siti Marsa’ah yang dikeluarkan oleh KUA Kampar 

adalah sah, yang dimana terdakwa adalah seorang pegawai negeri 

sipil, yang apabila mau menikah lagi harus sepengetahuan dan seijin 

istri pertama yang sah. Namun secara fakta dipersidangan telah 

melakukan perkawinan dengan saksi Halimah,......dst sehingga  

menurut Majelis Hakim perkawinan kembali tersebut dapat 

dinyatakan tidak ada secara undang-undang......dst.

namun

• Dalam pertimbangan pada halaman 15 alenia ke-2, “bahwa sesuai 

dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengadakan 

perkawinan kembali dengan saksi Halimah sekira bulan April 2011, 

akan tetapi....dst, dengan demikian unsur perkawinan kembali Telah 

terpenuhi”.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 alenia ke-2, yang 

menyatakan bahwa “benar terdakwa telah mengadakan perkawinan 

kembali dengan saksi Halimah sekira bulan April 2011, akan tetapi 

perkawinan tersebut adalah bukan sesuai menurut UU No. 1 Tahun 1974 

karena bukti surat keterangan Nikah sebagai dasar perkawinan dengan 

Nomor : KK.04.11/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011 adalah tidak 

sah karena fiktif belaka dan secara agama, perkawinan tersebut masih 

dapat diperdebatkan sesuai dengan hukum agama islam, yakni mengenai 

syarat-syarat dan prosedur perkawinan sesuai dengan Hukum agama 

islam, apakah telah sesuai atau tidak; pertimbangan tersebut adalah 

merupakan :

• pertimbangan yang tidak tepat, karena sebagaimana fakta dalam 

persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meminta 

kepada saksi T. Razai untuk dibuatkan surat nikah hanya sebagai 

surat keterangan saja karena terdakwa juga mengetahui dan 

menyadari bahwa surat tersebut tidaklah resmi adanya namun 

perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Halimah dengan 
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adanya wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah telah memenuhi 

ketentuan prosedur perkawinan sesuai dengan hukum agama islam 

serta memenuhi ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sehingga 

perkawinan kembali yang dilakukan terdakwa adalah syah secara 

agama disamping itu terdakwa merupakan seorang pegawai negeri 

sipil yang sudah memahami prosedur perkawinan yang mesti 

dilakukan oleh terdakwa namun hal itu tidak terdakwa laksanakan 

sebagai mana mestinya. 

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atas 

putusannya yaitu tidak menerapkan pasal 184 KUHAP dan pasal 193 ayat 

(1) KUHAP.

Dan seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan dan amarnya 

menyatakan “Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan “perkawinan kembali sedang diketahuinya bahwa 

perkawinannya yang sudah ada menjadi  halangan yang syah baginya untuk 

melakukan perkawinan kembali”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal ini berarti bahwa  :

a. Putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada Surat 

Dakwaan Jaksa Penuntut  Umum.

b. Bahwa Majelis Hakim tidak secara menyeluruh dam 

lengkap  mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan 

Kedua

c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh 

fakta hukum dan alat-alat bukti yang terungkap 

dipersidangan

Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam 

membuat pertimbangan hukum telah tidak menerapkan peraturan hukum 

sebagaimana mestinya.

Hal tersebut diatas bersesuaian dengan Yurisprudensi MAHKAMAH 

AGUNG R.I. Nomor : 492 / K/Kr/ 1981 yang berbunyi  :

“Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman/

dasar dari keseluruhan proses pidana yakni keseluruhan isi Surat 

Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan 

hakim”
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Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat :

Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum itu dapat 

dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak 

mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu 

Terdakwa melakukan perkawinan dengan Halimah binti Lahamin tanggal 8 April 

2011 padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah 

dengan saksi Siti Marsa’ah, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana 

melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Bahwa keterangan saksi Siti Marsa’ah saling berhubungan dan 

bersesuaian dengan keterangn saksi Halimah binti Lahamin bahwa Terdakwa 

telah melakukan perkawinan dengan saksi Halimah binti Lahamin;

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

• Terdakwa belum pernah dihukum;

• Terdakwa berlaku sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut 

Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, 

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada 

Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 

Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang 

bersangkutan ; 

M E N G A D I L I : 

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut ; 

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 341/

Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013;

M E N G A D I L I   S E N D I R I : 
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1. Menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALl, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

"Melakukan Perkawinan  sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang 

sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan 

perkawinan kembali";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA’AH;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)  ; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 

pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., 

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, 

SH., M.Hum., Hakim Agung masing–masing sebagai Anggota, dan putusan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota tersebut,  dan dibantu oleh Amin 

 Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh 

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota  :                                                   K e t u a  :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,             ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., 

LLM., ttd./ S Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.,

          Panitera Pengganti
          ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
 NIP. 19581005 198403 1 001
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